
 
 

 
 

 
 
 

 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 4 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 76 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Karawang 
mendapat dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang belum 

cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; 

b. bahwa berdasarkan Rumawi V Hal-hal khusus, angka 14 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016, Program dan kegiatan yang di biayai dari DBH-CHT, DBH-DR, 
DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk 

Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat 
dan Dana Tranfer Lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 

lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam 
APBD, dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD; 

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di 

atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 



 3 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5655);   

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
903); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 11); 

42. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 76). 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KARAWANG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 3.638.400.458.397,00 

Bertambah sejumlah Rp. 71.138.472.000,00 sehingga menjadi  Rp. 3.709.538.930.397,00 

dan  belanja  daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah  Rp. 4.095.043.487.419,00 

bertambah sejumlah Rp. 71.138.472.000,00 sehingga menjadi  Rp. 4.166.181.959.419,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan  : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.    943.596.855.369,00.186.007,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 2.151.419.145.460,00 1.368.075.989.105,00   

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.     614.522.929.568,00 (+) 

  Jumlah Pendapatan Rp.3.709.538.930.397,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1)  Belanja Pegawai Rp. 1.521.587.674.724,54 

2)  Belanja Bunga Rp.                       0,00    

3) Belanja Subsidi Rp.                   0,00 

4) Belanja Hibah  Rp.       87.792.438.500,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.  25.042.400.000,00 

6)  Belanja Bagi Hasil Rp.  50.725.000.000,00   

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.   392.228.608.653,00   

8) Belanja Tidak Terduga Rp.         1.500.000.000,00 (+) 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp.2.078.876.121.877,54   

b. Belanja Langsung   

1) Belanja Pegawai Rp.    248.436.337.400,00    192.466.296.700,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.045.596.766.696,460 

3) Belanja Modal Rp.    793.272.733.445,00 (+) 

    Jumlah Belanja Langsung  Rp.2.087.305.837.541,46  

  Jumlah Belanja   Rp. 4.166.181.959.419,00 

  Surplus/(Defisit)               ( Rp.    456.643.029.022,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan  Rp.   466.643.029.022,00 

b. Pengeluaran  Rp.   10.000.000.000,00 ( - ) 

  Jumlah Pembiayaan Neto   Rp.   456.643.029.022,00   

 Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.                            0,00 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Pejabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaann; 
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3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima; 

4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang 

diterima. 

Pasal 3 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 
 

 

Ditetapkan di  Karawang 
pada tanggal 10 Maret 2016  

 
BUPATI KARAWANG, 

 

 
ttd 

 

CELLICA NURRACHADIANA 
Diundangkan di  Karawang 

pada tanggal  10 Maret 2016       
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KARAWANG, 
 
 

ttd 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 
 

 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  KARAWANG  
 TAHUN  2016        NOMOR :   4          . 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ttd 
 

KIKI SAUBARI 
NIP. 19590125 198503 1 003 

 


